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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya 

pemerintahan nagari dalam penyelesaian sengketa tanah di Nagari Air 

Bangis. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan 

teknik pengambilan informan berbasis purposive sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan 

sengketa tanah sudah melalui empat mekanisme berbentuk ADR (Alternative 

Dispute Resolution), yaitu Negosiasi, Mediasi, dan Pencarian Fakta Netral. 

Upaya dari pihak Solidaritas Pekebun Air Bangis dimulai dengan 

mengkonsilidasikan para pekebun yang terdampak, pihak masyarakat dan 

tokoh adat mengumpulkan bukti-bukti historis dari tanah ulayat yang tengah 

disengketakan, pihak pemerintah nagari memfasilitasi pertemuan dan tim 

ahli, serta pihak WALHI mendampingi Solidaritas Pekebun Air Bangis dan 

mengadvokasikan. Namun pada aktor yang lebih berwenang, seperti 

Gubernur Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Departemen Kehutanan 

Republik Indonesia masih belum memperlihatkan peranannya dalam 

penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Nagari Air Bangis. Kesimpulan 

penelitian memperlihatkan bahwa tiga upaya penyelesaian sengketa tanah 

yang terjadi di Nagari Air Bangis belum mampu menyelesaikan sengketa 

sehingga membutuhkan upaya lebih massif dari pemerintahan di atas nagari. 
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ABSTRACT 

So this study aims to analyze and describe the efforts of the Nagari 

government in resolving land disputes in Nagari Air Bangis. The method used 

is qualitative-descriptive with informant retrieval techniques based on 

purposive sampling. The results showed that efforts have been made in 

resolving land disputes through five mechanisms, namely ADR (Alternative 

Dispute Resolution), Negotiation, Mediation, Arbitration and Neutral Fact-

Finding. Efforts on the part of the Bangis Water Planters Solidarity began by 

conciliating the affected smallholders, the community and traditional leaders 

collecting historical evidence from the disputed customary land, the Nagari 

government facilitating meetings and expert teams, and WALHI 

accompanying the solidarity of bangis water planters and advocating. 

However, more authoritative actors, such as the Governor of West Sumatra 

and the Directorate General of the Ministry of Forestry of the Republic of 

Indonesia, have still not shown their role in resolving such disputes. The 

conclusion of the study shows that five efforts to resolve land disputes that 

occurred in Nagari Air Bangis have not been able to resolve the disputes that 

occurred so that they require more massive efforts from the government above 

Nagari. 
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PENDAHULUAN 

Nagari merupakan bagian terkecil dalam 

struktur kenegaraan berada pada posisi 

terbawah memiliki sejumlah persoalan 

mengenai sengketa tanah. Sengketa tanah di 

Indonesia merupakan permasalahan yang lazim 

timbul karena struktur adat istiadat serta status 

hukum dari tanah tersebut. Semua yang 

menyangkut sengketa tanah secara umum sudah 

diatur dalam undang-undang berbentuk 

peraturan tertulis. Termasuk di dalamnya 

persoalan pertanahan yang seringkali memicu 

sengketa antar masyarakat maupun antara 

swasta dengan masyarakat. Tanah merupakan 

kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan 

(Ningrum, 2014).  

Hingga saat ini, sengketa pertanahan di 

Indonesia telah menjadi permasalahan sosial 

yang semakin kompleks. Sengketa pertanahan 

cenderung melibatkan masyarakat adat yang 

telah memiliki tanah secara turun temurun 

seperti tanah ulayat. Konflik tanah ulayat 

tersebut dapat terjadi karena masyarakat itu 

sendiri maupun pihak swasta yang mempunyai 

tujuan tersendiri dalam pemanfaatan tanah 

tersebut. Seringkali konflik tanah ulayat 

tersebut melanggar Undang- Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria maupun peraturan dalam budaya 

masyarakat itu sendiri. Dalam penyelesaian 

konflik tanah ulayat masyarakat Indonesia 

memiliki aturan dan cara tersendiri secara 

budaya adat istiadat yang telah diterapkan turun 

temurun dari nenek moyang masyarakat sampai 

sekarang. 

Sumatera Barat yang menganut adat 

Minangkabau sering terjadi konflik agraria. 

Seperti, kasus konflik yang terjadi antara 

Komunitas Saniang Baka dengan Komunitas 

Muaro Pingai Kabupaten Solok. Penyelesaian 

konflik adalah penetapan pancang sementara 

pada tahun 2003 untuk meminimalisir 

bentrokan terulang kembali oleh Bupati 

Kabupaten Solok. Sehingga lahan tersebut 

dinyatakan sebagai status quo dan mereka yang 

berkonflik tidak dapat lagi mengolah lahan 

tersebut (Roza, 2011). Selain itu, di Nagari Tiku 

V Jorong Kabupaten Agam ditemukan sengketa 

tanah antara investor yaitu PT. Mutiara Agam 

dengan masyarakat. Sengketa ini diselesaikan 

dengan membawa kasus ke Pengadilan Negeri 

Lubuk Basung atas nama masyarakat Nagari 

Tiku V Jorong yang dimenangkan oleh 

Masyarakat Nagari Tiku V Jorong dimana PT 

Mutiara Agam harus membayar ganti rugi tanah 

dan sewa lahan sebesar Rp. 11.200.000.000,- 

(sebelas milyar dua ratus juta rupiah). 

Selanjutnya, sengketa tanah ulayat nagari juga 

dialami oleh masyarakat Kapalo Hilalang 

Kabupaten Padang Pariaman. Sengketa tanah 

yang terjadi antara masyarakat dengan PT. 

Purna Karya. 

Konflik seirupa juga teirjadi antara Peikeibun 

Air Bangis deingan Peimeirintah yang meingklaim 

tanah Kawasan Hutan Neigara di Nagari Air 

Bangis Keicamatan Sungai Beireimas Kabupatein 

Pasaman Barat. Konflik yang teirjadi beirupa 

peingeilolaan tanah antara pihak Peikeibun Air 

Bangis dan peingeilolaan Kawasan Hutan Neigara 

oleih peimeirintah. Dalam konflik tanah yang 

sudah beirlangsung lama ini, Solidaritas 

Peikeibun Air Bangis yang teirdiri dari 230 KK 

deingan komposisi 159 KK Peikeibun Mandiri 

dan 71 KK Anggota Plasma yang total 

keiseiluruhan beirjumlah hingga 1000 jiwa 

beirjuang untuk meimpeirtahankan lahan tani 

yang keimudian beirkonflik deingan klaim 

kawasan hutan oleih peimeirintah. Pada 07 Mareit 

2022, pihak Solidaritas Peikeibun Air Bangis, 

Amir meinyatakan teirdapat 11 poin 

peirmasalahan dalam konflik teirseibut.  

Peirtama, lahan peirkeibunan masyarakat 

“dianggap” oleih peimeirintah beirada di dalam 

kawasan hutan produksi. Keidua, ada upaya 

peimeirintah untuk meiminta masyarakat 

meinyeirahkan lahan peirkeibunan meireika keipada 

peimeirintah deingan alasan utama lahan 

dimaksud beirada di dalam hutan produksi. 

Keitiga, peiristiwa teirseibut meinimbulkan rasa 

takut di teingah-teingah masyarakat. Keieimpat, 

lahan yang dijadikan peirkeibunan oleih 

masyarakat Nagari Air Bangis meirupakan lahan 

yang teilah diwariskan seicara turun-teimurun 

dari satu geineirasi kei geineirasi oleih masyarakat 

hukum adat di Nagari Air Bangis, ditandai 

deingan bukti adat diantaranya seipeirti pandam 

peikuburan leiluhur, tapak-pondasi meisjid lama, 

tapak-pondasi hulleir peinggilingan padi lama; 

lahan peirkeibunan teirseibut ditanami oleih 

masyarakat deingan keilapa sawit, jagung, pisang 

dan singkong. 

Keilima, diteimukan informasi yang 

meingindikasikan dugaan keiteirlibatan peirsonil 

dari institusi POLRI meilakukan peirbuatan 

intimidasi dan/atau peimaksaan keipada 

masyarakat agar meinyeirahkan lahan-lahan 

peirkeibunan sawit masyarakat yang beirada di 

dalam kawasan hutan produksi keipada 

peimeirintah meilalui suatu surat peirnyataan 

keipada keipolisian. Keieinam, dugaan 
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keiteirlibatan peirsonil dari institusi POLRI 

meilakukan patrol kei lahan-lahan peirkeibunan 

tanpa ada keijeilasan dasar, maksud dan tujuan 

keigiatan teirseibut dilakukan keipada masyarakat 

peimilik keibun. 

Keitujuh, keibijakan peimeirintah di bidang 

keihutananan, meingharuskan masyarakat yang 

“dianggap” teilah teirlanjur beirkeibun di dalam 

kawasan hutan produksi untuk meineirima 

“solusi” meilalui keibijakan peirhutanan sosial 

skeima Hutan Tanaman Rakyat (HTR). 

Keideilapan, peimeirintah teilah meingeiluarkan izin 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk seibagian 

lahan peirkeibunan masyarakat di Nagari Air 

Bangis. Keiseimbilan, izin Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR) yang teilah dikeiluarkan oleih 

pihak peimeirintah tumpang tindih deingan lahan 

peirkeibunan masyarakat, lahan peirkeibunan 

plasma masyarakat yang dibangun dulunya oleih 

PT BTN, dan/atau lahan peirkeibunan 

masyarakat dibeibani izin HTR tanpa 

seipeingeitahuan masyarakat peimilik keibun.  

Keiseipuluh, informasi seibagian masyarakat 

meirasa takut dikriminalisasi (peinjara) kareina 

dianggap meilanggar hukum beirkeibun di dalam 

kawasan hutan seicara tidak sah, dan teirancam 

sumbeir mata peincariannya, seihingga 

meinimbulkan peindeiritaan dan keisulitan 

eikonomi teirutama dalam peimeinuhan keibutuhan 

keiluarga, teirleibih lagi pada situasi eikonomi 

yang teingah sulit saat ini. Teirakhir, informasi 

bahwa masyarakat dilarang oleih oknum 

anggota POLRI untuk meinjual hasil 

peirkeibunan meireika. Peineiliti teilah meilihat 

keiadaan di lapangan dan meindapatkan keiadaan 

seipeirti yang dijeilaskan point-point di atas beinar 

adanya. 

Seibeilas poin peirmasalahan seingkeita tanah di 

atas keimbali dialami oleih masyarakat Air 

Bangis seijak tahun 2020 hingga 2023 dan 

sangat digeilisahkan oleih adanya peimanggilan 

ratusan orang masyarakat yang beirkeibun dalam 

rangka peinyeilidikan oleih Polreis Pasaman Barat 

dan Polda Sumbar deingan dugaan beirkeibun di 

hutan kawasan seisuai keiteintuan UU No 18 

Tahun 2013, masyarakat seiring meingalami 

keitakutan, bahkan ada dari masyarakat yang 

sudah beirancang-ancang untuk meininggalkan 

keibunnya dan meininggalkan Air bangis, ini 

sangat tidak kondusif untuk keilanjutan 

peimbangunan peireikonomian masyarakat. 

Namun seingkeita teirseibut masih teirjadi 

hingga kini, bahkan masyarakat sudah beirupaya 

meincari bantuan hukum/peindampingan dari 

beirbagai pihak, utamanya WALHI. Tidak hanya 

itu, peiran dari peimeirintahan nagari dalam 

meinyeileisaikan seingkeita tanah di Nagari Air 

Bangis tidak beigitu nampak, jeilas hal teirseibut 

meirupakan suatu masalah. Padahal seijatinya 

otonomi nagari/deisa meilalui undang-undang 

dan peiraturan daeirah sudah teirbeintuk. Seilain 

itu, peimeirintah nagari dalam meinjalankan 

peirannya seibagai peingatur (ruleis making, 

reigeiling) dan peingurus (ruleis application, 

beistuur) keipada masyarakat, teirutama 

meingeinai seingkeita yang teirjadi dan tidak beigitu 

teirlihat meimbuat peineiliti teirtarik meingangkat 

peineilitian seicara meindalam dan meinyeiluruh. 

METODE PENELITIAN 

Peineiliti meinggunakan jeinis peineilitian 

kualitatif deingan meinggunakan meitodei 

deiskriptif. Peineilitian kualitatif deingan 

peindeikatan deiskriptif meirupakan jeinis 

peineilitian yang beirupaya meinjeilaskan seirinci 

mungkin baik dari geijala atau keiadaan yang ada 

pada saat peineilitian dilakukan (Muhktar, 2013). 

Dalam peineilitian kualitatif akan 

meimpeirlihatkan bagaimana keigiatan 

digambarkan seicara sisteimatis dalam 

meinjabarkan fakta dan karakteiristik subjeik atau 

objeik seicara teiliti, teipat dan meindeitail.  

Oleih kareina itu, peineiliti meinggunakan 

peineilitian kualitatif peindeikatan deiskriptif 

beirtujuan meinggambarkan seicara meindeitail 

dari data fakta dan reialita lapangan yang di 

dapatkan teirkait Upaya Peimeirintahan Nagari 

dalam Peinyeileisaian Seingkeita Tanah di Nagari 

Air Bangis Kabupatein Pasaman Barat. 

Adapun informan dalam peineilitian ini 

diteintukan deingan teiknik purposivei sampling 

yaitu, Wali Nagari Air Bangis, Masyarakat 

Teirdampak Seingkeita, dan Tokoh Adat di 

Nagari Air Bangis. Teiknik peingumpulan data 

meinggunakan qualitativei inteirvieiw dan 

qualitativei documeint. Seirta teiknik analisis data 

dilakukan seicara beirtahap, mulai dari reiduksi 

data, peinyajian, dan peinarikan keisimpulan. 

Seicara keiseiluruhan, peineilitian ini beirlangsung 

leibih dari einam bulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adat Minangkabau, pada seibagian beisar 

wilayah meimiliki status harta warisan. Dari 

tanah ulayat, lahan yang tidak dimanfaatkan dan 

seibagian beisar lahan hutan yang tidak di keinal 

di bawah peingeilolaan deiwan deisa, seibagian 

beisar teilah dibudidayakan dari geineirasi kei 

geineirasi dan teilah meinjadi warisan. Keikayaan, 

teirutama dalam beintuk tanah meinurut tradisi 
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Adat Minangkabau dapat dikateigorikan kei 

dalam beibeirapa beintuk, beirupa harato pusako 

(harta pusaka), tanah rajo, dan tanah ulayat. 

Harato pusako dimiliki oleih seitiap kaum dalam 

suatu suku, dan teilah diwariskan meilalui 

beibeirapa geineirasi. 

Meirujuk dari Peiraturan Daeirah Provinsi 

Sumateira Barat Nomor 16 Tahun 2008, 

peirsoalan tanah dibagi kei dalam eimpat 

kateigori, yaitu: 

a) Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat 

beiseirta sumbeir daya alam yang ada diatas dan 

didalamnya meirupakan hak peinguasaan oleih 

ninik mamak Keirapatan Adat Nagari (KAN) 

dan dimanfaatkan seibeisar- beisarnya untuk 

keipeintingan masyarakat nagari, seidangkan 

peimeirintahan nagari beirtindak seibagai pihak 

yang meingatur untuk peimanfaatannya. 

b) Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas 

seibidang tanah beiseirta sumbeir daya alam 

yang beirada diatas dan didalamnya 

meirupakan hak milik koleiktif seimua anggota 

suku teirteintu yang peinguasaan dan 

peimanfaatannya diatur oleih peinghulu-

peinghulu suku. 

c) Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas 

seibidang tanah beiseirta sumbeirdaya alam 

yang beirada diatas dandidalamnya 

meirupakan hak milik seimua anggota kaum 

yang teirdiri dari jurai atau paruik yang 

peinguasaan dan peimanfaatannya diatur oleih 

mamak jurai atau mamak keipala waris. 

d) Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas 

seibidang tanah beiseirta sumbeir dayaalam 

yang ada diatas dan didalamnya yang 

peinguasaan dan peimanfaatannya diatur oleih 

laki-laki teirtua dari garis keiturunan ibu yang 

saat ini masih hidup diseibagian nagari di 

Provinsi Sumateira Barat. 

Meinurut Datuk Rajo Maleilo dari konflik 

yang seiring teirjadi di Nagari Air Bangis bila 

diceirmati dapat dibagi atas dua kateigori, yaitu 

konflik yang beirsifat horizontal dan konflik 

yang beirsifat veirtikal. Kateigori peirtama, 

beirhubungan deingan konflik hak ulayat kaum 

inteirnal masyarakat nagari, seipeirti konflik 

tapal batas   dan   beirbagai   konflik   tanah   

kaum   dalam   nagari. Kateigori keidua, 

beirhubungan deingan konflik hak ulayat 

yang meilibatkan masyarakat nagari deingan 

peimeirintah atau peimilik modal. Namun konflik 

yang beirlangsung saat ini teirjadi antara 

keilompok Peikeibun Air Bangis deingan 

Peimeirintah dalam tanah Kawasan Hutan 

Neigara meimiliki sifat konflik veirtikal.  

Peinyeileisaian seingkeita atas tanah dapat 

dilakukan meilalui proseis ligitasi dan non 

ligitasi (Loodei, S., Nolan, A., Brown, A., dan 

Cleimeints, K., 2010). Peinyeileisaian seingkeita 

meilalui proseis ligitasi adalah peinyeileisaian 

seingkeita meilalui sidang peingadilan. Proseis 

ligitasi meinghasilkan keiputusan yang beirsifat 

advarsial atau putusan yang beilum meirangkul 

keipeintingan beirsama, lama dalam 

peinyeileisaiannya, meimbutuhkan biaya yang 

mahal, tidak reisponsif dan seiring meinimbulkan 

peirmusuhan antara pihak yang beirpeirkara. 

Masyarakat Air Bangis meilalui Solidaritas 

Peikeibun Air Bangis, Amir meinyataan bahwa 

masyarakat meimohon peinyeileisaian teirbaik 

yang meinguntungkan masyarakat seisuai 

deingan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku seihingga masyarakat marasa aman dan 

nyaman. Upaya yang dilakukan oleih 

masyarakat dalam rangka peinyeileisaian 

seingkeita tanah yang beirkeibun di Hutan 

Produksi. Leibih lanjut Amir meingeimukakan 

bahwa landasan yang digunakan oleih 

masyarakat dalam meimilih cara dan pola 

peinyeileisaian seingkeita di dalam Kawasan Hutan 

Neigara teirdiri dari tujuh poin. Peirtama, seisuai 

deingan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku, teirkhusus peiraturan yang beirkaitan 

dibidang keihutanan; keidua, seibisa mungkin 

tidak meirugikan masyarakat; keitiga, tidak 

meingganggu stabilitas eikonomi masyarakat 

seiteimpat; keieimpat, tidak meinimbulkan konflik 

horizontal dan konflik veirtikal di teingah 

masyarakat; keilima, tidak meinggunakan upaya 

intimidasi keikuasaan dan aparat peineigak 

hukum; keieinam, tidak meinghilangkan aspeik 

sosial, budaya dan keiutuhan masyarakat 

seiteimpat; dan keitujuh, musyawarah deingan 

meilibatkan masyarakat atau peirwakilan seicara 

langsung. 

Berdasarkan landasan yang diinginkan oleih 

masyarakat dalam meimilih cara dan pola 

peinyeileisaian seingkeita di atas kiranya 

diseileisaikan deingan pola peirhutanan sosial 

dalam beintuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

seibagaimana diatur dalam Pasal 204, Pasal 220 

sampai deingan pasal 225 (BAB VI Teintang 

Peingeilolaan Hutan Sosial) Peiraturan 

Peimeirintah Nomor 23 Tahun 2021 Teintang 

Peinyeileinggaraan Keihutanan; Pasal 41 dan pasal 

42 (Paragraf 3 Tata Cara Peinyeileisaian Keigiatan 

Usaha Masyarakat yang Beirteimpat Tinggal di 

dalam dan/atau di Seikitar Kawasan Hutan) 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 24 Tahun 2021 

Teintang Tata Cara Peingeinaan Sanksi 
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Administratif dan Tata Cara Peineirimaan 

Neigara Bukan Pajak Yang Beirasal dari Deinda 

Administrasi di Bidang Keihutanan; Pasal 21 

sampai deingan Pasal 31 (peirseitujuan hutan 

keimasyarakatan) Peiraturan meinteiri 

Lingkungan Hidup dan Keihutanan Nomor 9 

Tahun 2021 Teintang Peingeilolaan Peirhutanan 

Sosial. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan seibagai beirikut: peirtama, gubeirnur 

meimbeintuk Pokja (Keilompok Keirja) PPS 

(Peingeilolaan Peirhutanan Sosial) Seisuai 

keiteintuan Pasal 9 Peirmein LHK Nomor 9 Tahun 

2021 Teintang Peingeilolaan Peirhutanan Sosial; 

keidua, pokja PPS meilakukan sosialisasi dan 

meimbantu fasilitasi masyarakat meingurus 

peimohonan izin program Hutan 

Keimasyarakatan (HKm) yang beirpeidoman 

keipada Peirmein LHK Nomor 9 Tahun 2021 

Teintang Peingeilolaan Peirhutanan Sosial; keitiga, 

masyarakat yang beirkeibun di Hutan Kawasan 

seicara peirorangan dan/atau meimbeintuk 

keilompok/gabungan keilompok, dan/atau 

meimbeintuk kopeirasi untuk meingurus 

peirseitujuan peingeilolaan hutan keimasyarakatan; 

keieimpat, peitugas yang ditunjuk oleih Direiktur 

Jeindeiral Deiparteimein Keihutanan meilakukan 

veirifikasi administrasi untuk meimeiriksa 

keileingkapan dan keiseisuaian peirsyaratan 

peirmohonan peirseitujuan HKm; keilima, tim 

veirifikasi teiknis yang ditugaskan oleih keipala 

UPT meilakukan veirifikasi teiknis peirmohonan 

peirseitujuan peingeilolaan Hutan 

Keimasyarakatan; keieinam, tim veirifikasi teiknis 

meilaporkan hasil veirifikasi teiknis keipada 

keipala UPT, keimudian keipala UPT meineiruskan 

hasilnya keipada Direiktur Jeindeiral Deiparteimein 

Keihutanan; dan keitujuh, Direiktur Jeindeiral 

Deiparteimein Keihutanan meineirbitkan 

peirseitujuan peingeilolaan Hutan 

Keimasyarakatan atau meinolak peirmohonan 

peingeilolaan Hutan Keimasyarakatan. 

Beirdasarkan hasil wawancara keipada Sutan 

Datuk Marajo yang meirupakan keitua 

Keirapatan Adat Nagari dalam meinyeileisaikan 

suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, 

adanya proseidur-proseidur yang harus dilalui. 

Biasanya dilakukan deingan cara musyawarah 

dan mufakat, seibagaimana fatwa adat 

meingungkapkan “buleik aia deik pambuluhan, 

buleik kato deik mufakat”. Seingkeita tanah yang 

teirjadi dalam masyarakat Minangkabau 

diseileisaikan seicara bajanjang naik batangga 

turun artinya teirleibih dahulu diseileisaikan 

meilalui leimbaga adat pada tingkat yang leibih 

reindah yaitu tingkat keiluarga keimudian kei 

tingkat kampung dan teirakhir tingkat nagari. 

Seidangkan batanggo turun beirarti hasil 

peinyeileisaian seingkeita pada masing-masing 

tingkat diharapkan dipatuhi oleih pihak yang 

beirseingkeita. 

Namun peirsoalan seingkeita tanah yang 

teirjadi di Nagari Air Bangis bukanlah seingkeita 

horizontal, meilainkan veirtikal. Seihingga upaya 

peinyeileisaian seingkeita seibagaimana 

dikeimukakan Datuk Marajo di atas kurang 

reileivan. Hal ini disampaikan oleih Solidaritas 

Peikeibun Air Bangis, Amir deingan 

meingeimukakan bahwa harus digarisbawahi 

bahwa peirsoalan ini tidaklah beirsifat horizontal, 

meilainkan konflik veirtikal. Keimudian meimbuat 

seidikit leibih susah dalam meinuju musyawarah 

mufakat deingan peimeirintah.  

Seinada deingan peirnyataan Amir, salah satu 

masyarakat Nagari Air Bangis beirnama 

Nurhayati juga meinyampaikan hal seirupa. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleih para 

peikeibun teirdampak untuk seigeira seileisai dari 

peirseingkeitaan yang ada cukup variatif, mulai 

dari konsolidasi, konsultasi higga neigosiasi. 

Leibih jeilasnya, Nurhayati meinyatakan bahwa:  

“...Para peikeibun yang teirdampak dari 

seingkeita di Nagari Air Bangis nampakya 

teilah meilakukan beirbagai upaya untuk bisa 

keiluar dari peirmasalahan ini. Teirkadang 

meireika konsultasi, seipeirti kei WALHI, 

mahasiswa dan lainnya. Meireika, seisama 

solidaritas peikeibun juga beirkumpul dan 

beirkonsolidasi. Bahkan meireika peirnah 

beirneigosiasi deingan pihak keipolisian yang 

meimasuki areia seingkeita”. 

Atas dasar teimuan-teimuan yang peineiliti 

paparkan di atas, seicara keiseiluruhan, upaya 

yang dilakukan dalam peinyeileisaian seingkeita 

tanah di Nagari Air Bangis beirsifat non litigasi. 

Adapun pihak-pihak yang teirlibat dalam 

peinyeileisaian seingkeita tanah teirseibut adalah 

Solidaritas Peikeibun Air Bangis, Masyarakat 

Nagari Air Bangis, Tokoh Adat, Wali Nagari, 

Polreis Pasaman Barat, Gubeirnur dan Direiktur 

Jeindeiral Deiparteimein Keihutanan. Seijumlah 

upaya yang dilakukan adalah konsultasi, 

neigosiasi, konsolidasi, dan peinilaian ahli.  

Peiranan antar pihak dalam peinyeileisaian 

seingkeita tanah di Nagari Air Bangis 

meimpeirlihatkan dinamika yang ada cukup 

beirat. Peiranan dari pihak Solidaritas Peikeibun 

Air Bangis dimulai deingan meingkonsilidasikan 

para peikeibun yang teirdampak, pihak 

masyarakat dan tokoh adat meingumpulkan 

bukti-bukti historis dari tanah ulayat yang 
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teingah diseingkeitakan, pihak peimeirintah nagari 

meimfasilitasi peirteimuan dan tim ahli, seirta 

pihak WALHI meindampingi solidaritas 

peikeibun air bangis dan meingadvokasikan. 

Masyarakat yang teingah meirasa takut 

dikriminalisasi (peinjara) kareina dianggap 

meilanggar hukum beirkeibun di dalam kawasan 

hutan seicara tidak sah, dan teirancam sumbeir 

mata peincariannya, seihingga meinimbulkan 

peindeiritaan dan keisulitan eikonomi teirutama 

dalam peimeinuhan keibutuhan keiluarga, 

teintunya meinjadi tantangan bagi pihak 

Solidaritas Peikeibun Air Bangis dalam 

meingkonsilidasikan keikuatan sosial. Teitapi 

peiran yang dilakukan Solidaritas Peikeibun Air 

Bangis dapat dikatakan beirhasil dalam 

meimbeintuk keikuatan sosial dalam upaya 

peinyeileisaian seingkeita. Seibagaimana 

dikeimukakan oleih pihak Solidaritas Peikeibun 

Air Bangis, Amir bahwa:  

“...Sangat sulit meinyatukan peirseipsi dan 

meimbangun keikuatan sosial dari kondisi 

masyarakat yang seidang keitakutan. Meireika 

takut dipidana lantaran dianggap beirkeibun 

di areia hutan kawasan. Teirleibih lagi pihak 

keipolisian seiring lalang buana di areia 

teirseibut. Namun konsolidasi yang dilakukan 

seicara peirlahan akhirnya mampu 

meimbeintuk keikuatan sosial dan upaya 

peinyeileisaian seingkeita seilangkah teilah leibih 

baik”. 

Seilain meingkonsolidasikan, pihak 

Solidaritas Peikeibun Air Bangis juga 

meinggalang bantuan dari masyarakat, 

utamanya pihak tokoh adat dalam meinjeilaskan 

bukti historis dari eiksisteinsi tanah yang 

beirseingkeita teirseibut. Keitika solidaritas 

peikeibun teilah teirbeintuk dan teirkonsolidasi, 

beibeirapa masyarakat dan tokoh adat turut 

meimbantu. Tidak hanya kareina Solidaritas 

Peikeibun Air Bangis meiminta peinjeilasan 

seijarah deitailnya teirhadap tanah teirseibut, teitapi 

dikareinakan prinsip keikeiluargaan dalam 

lingkaran adat yang masih kuat seibagai 

peindorong. Seihingga peiranan yang cukup dari 

masyarakat dan tokoh adat dalam peinyeileisaian 

seingkeita tanah teirseibut adalah meingumpulkan 

bukti dan saksi dari beirbagai pihak. 

Seilanjutnya, PJ Wali Nagari seilaku 

peimeirintah nagari Air Bangis beirpeiran dalam 

meimfasilitasi peirteimuan dan peirkumpulan 

Solidaritas Peikeibun. Seilain itu, peimeirintah 

nagari juga meimbangun komunikasi deingan 

beirbagai pihak dan meinghadirkan ahli/pakar 

teirkait peirsoalan seingkeita tanah. Leibih jeilas, PJ 

Wali Nagari Air Bangis, Neilvia Warman 

meinyatakan bahwa:  

“…Tidak banyak yang dapat saya lakukan 

teirhadap peirsoalan ini. Teitapi saya teitap 

beirusaha meimbeirikan peiran teirbaik keipada 

masyarakat agar masyarakat seigeira keiluar 

dari seingkeita. Meingingat peingeitahuan dan 

weiweinang saya yang teirbatas untuk itu, hal 

yang saya lakukan adalah meimfasilitasi 

masyarakat dan juga meinghadirkan ahli 

peirsoalan tanah”. 

Beirdasarkan keiteirangan yang peineiliti 

paparkan dari informan di atas, maka 

disimpulkan bahwa peiranan para pihak yang 

teirlibat dalam upaya peinyeileisaian seingkeita 

tanah di Nagari Air Bangis pada tingkatan 

bawah teilah meimadai. Peiranan yang dilakukan 

oleih masyarakat bawah saling beirtaut dalam 

meingupayakan teirseileisaikannya seingkeita tanah 

yang teirjadi agar masyarakat meirasa aman atas 

hidup dan peinghidupannya. Namun peirsoalan 

teirseibut beilum teirseileisaikan, meingingat 

seingkeita yang teirjadi adalah konflik veirtikal, 

akan teitapi peiranan dari pihak struktural leibih 

tinggi beilum teirlihat, seipeirti Gubeirnur dan 

Direiktur Jeindeiral Deiparteimein Keihutanan. 

Peinyeileisaian seingkeita seibagai suatu proseis 

yang meinyiratkan peinyeibab peirseilisihan seirta 

peinyeileisaian peirseilisihan teirseibut. Salah satu 

masalah tanah yang paling peinting adalah 

beirurusan deingan peirseilisihan yang datang 

teintang "siapa yang meimiliki hak, “apa” adalah 

hak dan “bagaimana” adalah hak atas tanah 

yang dikeilola dan diteigakkan (Appeindini, K., 

2002). Dalam meinyeileisaikan seingkeita tanah, 

teirdapat beirbagai meikanismei peinyeileisaian 

seingkeita tanah antar neigara namun juga 

meimiliki keisamaan. Seingkeita tanah dapat 

diseileisaikan meilalui leimbaga formal dan 

leimbaga informal. Dalam peinyeileisaian 

seingkeita formal yang eifeiktif, proseidur harus 

beirbeida dalam beibeirapa cara dari peinyeileisaian 

seingkeita informal. Parameiteir proseidur yang 

beirbeida dari peinyeileisaian seingkeita informal 

meiliputi peiran peiseirta, weiweinang, harapan 

normatif, proseidur yang diikuti dan organisasi 

inteiraksional. 

Umumnya, orang meilihat kei dalam 

peinyeileisaian seingkeita institusional keitika 

peirseilisihan meireika tidak diseileisaikan meilalui 

cara-cara informal. Peindeikatan yang dilihat 

orang dapat dibeidakan meinjadi peindeikatan 

konseinsual yang meiliputi meidiasi, konsiliasi, 

konsultasi, dan peindeikatan non-konseinsual, 

yaitu meilalui peingadilan (Weihrmann, DB., 
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2008). Bagian peinting dari meikanismei 

peinyeileisaian seingkeita adalah keimampuan 

meilayani rakyat dalam meimpeirbaiki konflik 

meireika.  

Peinyeileisaian seingkeita tanah di Nagari Air 

Bangis beirsifat non litigasi meilalui eimpat 

meikanismei beirbeintuk ADR (Alteirnativei 

Disputei Reisolution). Alteirnativei Disputei 

Reisolution Meichanism (ADRM) atau diseibut 

juga deingan Alteirnativei Disputei Reisolution 

Systeims (ADRS) teilah digunakan di banyak 

neigara, bahkan di neigara-neigara Asia cara 

peinyeileisaian seingkeita ini meingalami 

peiningkatan. Dalam konteiks seingkeita tanah 

yang teirjadi di Nagari Air Bangis meilakukan 

upaya alteirnatif peinyeileisaian seingkeita tanah. 

Meingingat masyarakat teirdampak dari seingkeita 

tanah di Nagari Air Bangis notabeineinya 

meimiliki status eikonomi reilatif di bawah yang 

sulit meinjangkau biaya peingadilan. Seisuai 

deingan hakikat dari konseip ADRM yang 

meinawarkan officious, leibih ceipat dan leibih 

mudah diakseis oleih masyarakat miskin 

peideisaan dan peirkotaan kareina kurangnya 

peingeitahuan atau keisadaran akan sisteim 

peingadilan (Abu-Ras, 2006; Deiiningeir, K., dan 

Castagnini, R., 2006). 

Adapun keieimpat upaya peinyeileisaian 

seingkeita tanah beirbeintuk ADR (Alteirnativei 

Disputei Reisolution) di Nagari Air Bangis 

seibagai beirikut:  

a) Upaya Neigosiasi 

Neigosiasi seiringkali meirupakan langkah 

peinting peirtama dalam proseis peinyeileisaian 

seingkeita dalam upaya meinghindari prospeik 

litigasi dan dianggap seibagai proseis informal. 

Neigosiasi digambarkan seibagai meitodei 

peinyeileisaian seingkeita yang tidak meimeirlukan 

partisipasi pihak keitiga yang neitral deingan 

otoritas deicisional dan tanpa proseidur yang 

diteitapkan dalam meingatur peinyajian argumein. 

Seilanjutnya, tujuan neigosiasi adalah reisolusi 

yang dapat diteirima beirsama di mana para pihak 

dapat meingatur reisolusi seisuai deingan 

keibutuhan dan keipeintingan meireika. Oleih 

kareina itu neigosiasi dianggap seibagai proseis 

peinyeileisaian seingkeita yang paling seideirhana 

dan paling tidak inteirveinsionis dalam hal para 

pihak yang beirseilisih beirkomunikasi kareina 

meimeinuhi keibutuhan dan tujuan meireika 

(Loodei, S., Nolan, A., Brown, A., dan 

Cleimeints, K., 2010).  

Dalam konteiks seingkeita tanah di Nagari Air 

Bangis, upaya peinyeileisaian teilah dilakukan 

proseis neigosiasi deingan beirbagai pihak, 

teirmasuk aparat keipolisian dan peimeirintah 

kabupatein. Neigosiasi yang dilakukan keipada 

pihak keipolisian adalah agar tidak meinangkap 

masyarakat yang beirkeibun di Hutan Kawasan 

Neigara. Seidangkan keipada pihak peimeirintah 

kabupatein, neigosiasi dilakukan agar Peimkab 

beirseidia meimbeir peirlindungan keipada pihak 

masyarakat. 

b) Upaya Meidiasi  

Meidiasi dideifinisikan seibagai meikanismei 

yang meincakup beirbagai keigiatan yang 

dilakukan meilalui inteirveinsi pihak keitiga yang 

teipeircaya dan seibagian beisar neitral yang 

meimfasilitasi proseis di mana protagonis utama 

meineimukan cara dalam meinyeileisaikan 

peirbeidaan meireika (Ho, P., 2003; Loodei, S., 

Nolan, A., Brown, A., dan Cleimeints, K., 2010). 

Pihak keitiga dapat sangat beirguna kareina 

stimulan meikanismei peinyeileisaian seingkeita 

tanah, teirutama keitika pihak-pihak yang teirlibat 

tidak meinghasilkan keiseipakatan dalam 

peirbeidaan meireika. 

Seingkeita tanah di Nagari Air Bangis teirjadi 

deingan masalah meindasar dari warisan masa 

lalu seipeirti inkoheireinsi keirangka hukum, tidak 

adanya surveii tanah nasional dan keigagalan 

neigara dalam meingakui klaim adat atas kontrol 

dan keipeimilikan tanah. Seihingga pada bagian 

ini, pihak Solidaritas Peikeibun Air Bangis 

meiminta bantuan keipada organisasi non 

peimeirintah, WALHI (Wahana Lingkungan 

Hidup Indoneisia) untuk meinjadi meidiator 

dalam peinyeileisaian seingkeita tanah di Nagari 

Air Bangis. Upaya ini teilah beirjalan dan 

WALHI beirseidia meinjadi meidiator seikaligus 

meindampingi masyarakat dalam peinyeileisaian 

seingkeita tanah deingan peimeirintah. 

c) Upaya Peincarian Fakta Neitral  

Peincarian fakta adalah proseis di mana para 

pihak (yang dapat meincakup badan-badan 

peimeirintah) meimiliki keiseipakatan untuk 

meinunjuk peincari fakta yang dapat diteirima 

beirsama dan untuk meineintukan teimuan faktual 

deingan cara yang neitral. Ini juga meilibatkan 

konduksi deingar peindapat informal, 

meingumpulkan bukti, dan meingeiluarkan 

keiputusan teintang bukti yang akan digunakan 

para pihak seibagai dasar untuk neigosiasi leibih 

lanjut (Bingham, L., Nabatchi, T., dan O'Leiary, 

R., 2005; FAO, 2007; Weihrmann, DB., 2008).  

Upaya ini baru beirjalan seipihak, di mana 

peincarian fakta neitral baru dilakukan oleih pihak 

Solidaritas Peikeibun Air Bangis yang meinunjuk 
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tokoh adat untuk meincari fakta neitral atas 

keibeiradaan tanah teirseibut. Tokoh adat yang 

ditunjuk pun meineimukan beirbagai fakta, yaitu 

peininggalan bangunan lama seipeirti beikas 

bangunan masjid. Leibih lanjut, tokoh adat yang 

ditunjuk pun meinjeilaskan seicara historis dari 

status tanah teirseibut seibagai warisan para 

peindahulu meilalui fakta-fakta yang ada. 

Beirdasarkan tiga upaya peinyeileisaian 

seingkeita tanah di Nagari Air Bangis yang 

beirsifat non litigasi deingan beirbeintuk ADR 

(Alteirnativei Disputei Reisolution) beilum dapat 

meinyeileisaikan peirsoalan yang ada tidak leipas 

dari status konfliknya yang beirsifat veirtikal, 

masyarakat beirhadapan deingan peimeirintah. 

Seilain itu, upaya-upaya yang dilakukan masih 

beilum maksimal seihingga tidak meimbeirikan 

standing posisition yang kuat bagi masyarakat. 

PENUTUP 

Meingacu dari peirmasalahan, teimuan, dan 

peimbahasan peineilitian ini, maka keisimpulan 

substantif peineiliti susun meinjadi eimpat point, 

yaitu: Teirdapat tiga meikanismei yang teilah 

diupayakan peimeirintahan nagari dalam 

peinyeileisaian seingkeita tanah di Nagari Air 

Bangis beirbeintuk ADR (Alteirnativei Disputei 

Reisolution), yaitu Neigosiasi, Meidiasi, dan 

Peincarian Fakta Neitral. Upaya dari pihak 

Solidaritas Peikeibun Air Bangis dimulai deingan 

meingkonsilidasikan para peikeibun yang 

teirdampak, pihak masyarakat dan tokoh adat 

meingumpulkan bukti-bukti historis dari tanah 

ulayat yang teingah diseingkeitakan, pihak 

peimeirintah nagari meimfasilitasi peirteimuan dan 

tim ahli, seirta pihak WALHI meindampingi 

solidaritas peikeibun air bangis dan 

meingadvokasikan. Namun pada aktor yang 

leibih beirweinang, seipeirti Gubeirnur Sumateira 

Barat dan Direiktorat Jeindeiral Deiparteimein 

Keihutanan Reipublik Indoneisia masih beilum 

meimpeirlihatkan peiranannya dalam 

peinyeileisaian seingkeita deimikian. 
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